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Abstrak
Keberhasilan pembangunan tidak lepas dari penyelenggaraan pemeliharaan bangunan kantor secara rutin, hal ini
dilaksanakan agar asset pemerintah dapat terjaga dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan
bangunan gedung pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, menganalisis tingkat kerusakan bangunan
gedung serta membuat suatu sistem penentuan prioritas pemeliharaan bangunan gedung pemerintah dengan
bantuan perangkat lunak komputer. Penilaian dilakukan terhadap bangunan kantor kelurahan yang ada di
kecamatan Pontianak Kota yakni Kelurahan Tengah, Kelurahan Sungai Jawi, Kelurahan Mariana, Kelurahan
Darat Sekip dan Kelurahan Sungai Bangkong. Metode yang digunakan adalah metode Analitycal Hierarchy
Process (AHP) dengan software Expert Choice v.11. Adapun kriteria yang digunakan adalah kriteria Politik,
Fisik, Finansial, Lingkungan dan kriteria Sosial. Prioritas pemeliharaan bangunan gedung pemerintah sebagai
berikut; Kelurahan Darat Sekip pada prioritas pertama, kelurahan Sungai Jawi prioritas kedua, kelurahan Sungai
Bangkong prioritas ketiga, kelurahan Mariana prioritas keempat dan kelurahan Tengah pada prioritas kelima.
Kata kunci : prioritas pemeliharaan bangunan gedung
Abstract
The success of the implementation of development can not be separated from routine maintenance of office
buildings, this is done in order to government assets can be maintained. This study aims to classify government
buildings in accordance with applicable regulations, analyze the level of damage to the building and create a
system Prioritizing Government Building Building Maintenance Treatment in Pontianak. Assessment carried
out on office building villages in the subdistrict of Pontianak City, its Kelurahan Tengah, Kelurahan Sungai
Jawi, Kelurahan Mariana, Kelurahan Darat Sekip and Kelurahan Sungai Bangkong. The method used is the
method of Analytical Hierarchy Process (AHP) with v.11 Expert Choice software. The criteria used are the
criteria for Political, Physical, Financial, Environmental and social criteria. Priority of maintenance of
government buildings as follows; Kelurahan Darat Sekip on the first priority, second priority kelurahan Sungai
Jawi, kelurahan Sungai Bangkong third priority, kelurahan Mariana fourth priority and kelurahan Tengah in the
fifth priority.
Keywords: building maintenance priorities
1. Pendahuluan
Perkembangan perekonomian suatu daerah ditandai dengan kualitas infrastruktur yang
terdapat di daerah tersebut, semakin baik infrastruktur yang ada, maka semakin baik tingkat
perekonomian penduduknya. Kota Pontianak merupakan salah satu daerah yang berkembang,
untuk itu pemerintah kota Pontianak berusaha meningkatkan pelayanan publik diantaranya
melalui infrastruktur bangunan gedung pemerintah. Peningkatan pembangunan ini dilakukan
untuk mewujudkan visi kota Pontianak, yakni prima dalam pelayanan publik.
Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang
menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung
2rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang
berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah (Anonim, 2007). Keberhasilan
pembangunan tidak lepas dari penyelenggaraan pemeliharaan bangunan kantor secara rutin,
hal ini dilaksanakan agar asset pemerintah dapat terjaga dengan baik. Kegiatan pemeliharaan
ini dilakukan oleh instansi atau pengguna bangunan atau melalui dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang kota Pontianak pada bidang Cipta Karya. Keterbatasan anggaran pemerintah
daerah pada setiap tahunnya membawa permasalahan dalam kegiatan pemeliharaan bangunan
gedung secara rutin, dan juga kurangnya pemahaman secara teknis mengenai bangunan oleh
pengguna gedung menjadi hal yang menarik untuk dilakukan penelitian dalam usaha
membantu pengguna bangunan gedung serta penetuan prioritas pemeliharaan bangunan
gedung.
Penentuan prioritas dilakukan dengan mengklasifikasikan tingkat kerusakan bangunan
yakni, rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat, kemudian memperhatikan fungsi
bangunan, tingkat pelayanan, biaya, dan usulan dari pengguna bangunan gedung. Upaya
untuk menjaga kehandalan bangunan serta pemanfaatan anggaran biaya yang terbatas, maka
diperlukan cara untuk menentuan prioritas penanganan pemeliharaan bangunan gedung
pemerintah di Kota Pontianak.
2. Metodologi Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini
menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP).
Sedangkan langkah-langkah dalam metode AHP meliputi:
a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
b. Membuat struktur hirarki.
c. Menentukan jumlah responden.
d. Membuat kuesioner dengan matrik perbandingan.
e. Merekapitulasi hasil kuesioner kemudian menghitung nilai rata-rata ukur (geometrik) dari
setiap nilai perbandingan berpasangan antar kriteria.
Secara matematis rata-rata geometrik dirumuskan sebagai berikut:
3Atau rumus tersebut bisa diringkas menjadi:
Perhitungan rata-rata geometrik juga bisa dihitung dengan menggunakan logaritma.
Rumusnya adalah sebagai berikut:
Keterangan:
G = rata-rata ukur (geometrik)
n = jumlah sampel
∏ = kegunaannya hampir sama dengan ∑ bedanya ∑ digunakan untuk penjumlahan,
sedangkan ∏ digunakan untuk perkalian
= nilai sampel ke-i
f. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh Judgement seluruhnya
sebanyak n*((n-1)/2) buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan.
g. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya, jika tidak konsistensi pengambilan
data diulangi.
f. Mengulangi langkah c, d dan e untuk seluruh tingkat hirarki.
g. Menghitung vektor dari setiap matrik perbandingan berpasangan.
h. Memeriksa konsistensi.
Saaty (1990) telah membuktikan bahwa indeks konsistensi dari matrik ber ordo n dapat
diperoleh dengan rumus :
CI = (λmaks-n)/(n-1)
Dimana :
CI = Indeks Konsistensi (Consistency Index)
λmaks = Nilai eigen terbesar dari matrik berordo n
4Nilai eigen terbesar didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom
dengan eigen vector. Batas ketidak konsistensian di ukur dengan menggunakan rasio
konsistensi (CR), yakni perbandingan indeks konsistensi (CI) dengan nilai pembangkit
random (RI). Nilai ini bergantung pada ordo matrik n.
Rasio konsistensi dapat dirumuskan :
CR = CI/RI
Bila nilai CR lebih kecil dari 10%, ketidak konsistensian pendapat masih dianggap
dapat diterima.
3. Hasil dan Pembahasan
Penentuan prioritas pemeliharaan bangunan gedung pemerintah di Kota Pontianak
menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan software Expert
Choice v11.
Kriteria finansial menjadi faktor yang paling penting dalam menentukan prioritas
pemeliharaan bangunan gedung pemerintah dengan bobot 0,363. Hal ini berarti bahwa tanpa
adanya unsur finansial berupa anggaran, maka kegiatan untuk pemeliharaan bangunan tidak
dapat dilaksanakan, dan jika tidak ada pemeliharaan pada bangunan maka keuntungan dari
fungsi bangunan tidak akan tercapai.
Di urutan prioritas kedua ada kriteria fisik dengan nilai 0,268. Hal ini berarti setelah
unsur finansial hal yang harus di pertimbangkan dalam penentuan prioritas pemeliharaan
bangunan gedung pemerintah adalah kriteria fisik yakni memperhatikan kondisi bangunan
dari segi tampilan luar (eksterior), yaitu kondisi atap, kondisi dinding, kondisi pintu dan
jendela, serta kondisi cat untuk dinding bagian luar. Tampilan  luar bangunan dapat terjaga
dengan baik sehingga menampakkan ciri sebuah bangunan kantor pemerintah. Kondisi fisik
dalam bangunan (interior) juga harus diperhatikan, seperti tata ruang kantor, kondisi langit-
langit bangunan, kondisi lantai, kondisi struktur cat dinding bagian dalam hingga kondisi
ruangan WC sehingga nantinya setelah dilakukan pemeliharaan gedung, masyarakat yang ada
di dalamnya akan merasa nyaman.
Urutan ketiga hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan bangunan gedung
adalah kriteria sosial dengan nilai bobot 0,163 yakni pertimbangan terhadap pandangan
masyarakat dan dampak pembangunan. Masyarakat diberikan ruang berupa kemudahan dan
kenyamanan sehingga nantinya memberikan pandangan yang baik terhadap kondisi
bangunan.  Dengan adanya pemeliharaan bangunan dapat mencapai kemakmuran material
dan sosial yang lebih baik, lebih maju dari kondisi sebelumnya.
5Kriteria keempat adalah kriteria lingkungan dengan bobot 0,143 dalam penentuan
prioritas pemeliharaan bangunan gedung pemerintah harus   memperhatikan faktor
lingkungan yaitu terhadap luas wilayah dan kepadatan penduduk. Bangunan yang dilakukan
pemeliharaan berpengaruh untuk perkembangan suatu wilayah, dan dari pemeliharaan
bangunan dapat memberikan pelayanan yang maksimal dari jumlah penduduk yang tinggi.
Kriteria politik menjadi kriteria terakhir dalam penentuan prioritas pemeliharaan
bangunan gedung pemerintah dengan bobot sebesar 0,062 adanya unsur politik seperti
kebijakan kepala daerah dan aspirasi dari anggota legislatif dalam penentuan pemeliharaan
bangunan gedung pemerintah.
4. Kesimpulan
Urutan prioritas pemeliharaan bangunan gedung pemerintah di kota Pontianak dengan
metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) menggunakan software Expert Choice v.11,
adalah sebagai berikut:
Kriteria Finansial merupakan kriteria tertinggi dengan bobot 0,363 disusul kriteria Fisik
dengan bobot 0,268, kriteria Sosial dengan bobot 0,163, kriteria Lingkungan dengan bobot
0,143, dan nilai terendah ada pada kriteria Politik dengan bobot 0,062.
Masing-masing kriteria terbagi menjadi dua sub kriteria yaitu pada kriteria Finansial ada sub
kriteria Anggaran dengan bobot  0,204 dan sub kriteria Keuntungan Fungsi Bangunan dengan
bobot 0,159, pada kriteria Fisik ada sub kriteria Eksterior dengan bobot 0,118 dan kriteria
Interior dengan bobot 0,150. Pada kriteria Sosial ada sub kriteria Pandangan Masyarakat
dengan bobot 0,058 dan sub kriteria Dampak Pembangunan dengan bobot 0,105. Pada
kriteria Lingkungan ada sub kriteria Luas Wilayah dengan bobot 0,037 dan sub kriteria
Kepadatan Penduduk dengan bobot 0,106, dan terakhir pada kriteria Politik ada sub kriteria
Keputusan Eksekutif dengan bobot 0,030 dan sub kriteria Keputusan Legislatif dengan bobot
0,032.
Perhitungan dalam pembobotan alternatif dari kelima bangunan kantor kelurahan
diperoleh urutan prioritas pemeliharaan bangunan gedung yaitu, prioritas pertama bangunan
kantor kelurahan Darat Sekip dengan nilai bobot 0,273, urutan kedua bangunan kantor
kelurahan Sungai Jawi dengan nilai bobot 0,250, urutan ketiga bangunan kantor kelurahan
Sungai Bangkong dengan nilai bobot 0,248, urutan keempat bangunan kantor kelurahan
Mariana dengan nilai bobot 0,138, dan prioritas akhir adalah bangunan kantor kelurahan
Tengah dengan nilai bobot 0,090.
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